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Matriks Perubahan Anggaran Dasar 
PT SOLUSI BANGUN INDONESIA 

 
Pasal Awal Anggaran Dasar Sebelum Perubahan  Pasal Setelah 

Perubahan  

Usulan Perubahan Anggaran Dasar  

 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN 

Pasal 1 

 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN  

Pasal 1 

Pasal 1 Ayat 1 

 

Perseroan Terbatas ini berusaha dengan memakai nama 

PT SOLUSI BANGUN INDONESIA Tbk (selanjutnya dalam 

Anggaran Dasar cukup disingkat dengan òPerseroanó), 

berkedudukan dan berkantor di Jakarta Selatan. 

 

Pasal 1 Ayat 1 1. Tidak berubah. 

 

Pasal 1 Ayat 2 

 

Perseroan dapat membuka kantor cabang atau 

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar 

wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan 

oleh Direksi. 

 

Pasal 1 Ayat 2 2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau 

kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam 

maupun di luar wilayah Republik Indonesia 

dengan ketentuan terlebih dahulu  mendapatkan 

persetujuan Dewan Komisaris untuk pembukaan 

kantor cabang atau kantor perwakilan di luar 

wilayah Republik Indonesia. 

 

 JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 

PASAL 2 

 

 JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN 

PASAL 2 

 

 Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak  terbatas, 

sebagaimana tertuang dalam akta pendirian tertanggal 15 

(lima belas) Juni 1971 (seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) 

Nomor 53 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri 

 Tidak berubah. 
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Kehakiman pada  tanggal 23 (dua puluh tiga) September 1971 

(seribu sembilan ratus tujuh puluh satu) Nomor J.A.5/149/7. 

 

 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 

PASAL 3 

 

 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA 

PASAL 3 

 

 1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam 

bidang industri (industri pengolahan: konstruksi; 

penunjang usaha lainnya), perdagangan (perdagangan 

besar; aktivitas profesional, ilmiah dan teknis), 

pertambangan (pertambangan dan penggalian), 

transportasi (pengangkutan dan pergudangan), serta 

pengolahan limbah berbahaya (pengelolaan air, 

pengelolaan air limbah, pengelolaan dan daur ulang 

sampah, aktivitas remediasi). 

Pasal 3 Ayat 1 Tidak berubah. 

 

 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam ayat 

1 pasal 3 di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-

kegiatan usaha utama sebagai berikut: 

a. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi 

(termasuk pengangkutan dan pergudangan): 

-  Konstruksi gedung industri; 

-  Konstruksi gedung lainnya; 

-  Angkutan motor untuk barang khusus;  

-  Angkutan laut dalam negeri tramper untuk 

barang; 

-  Angkutan laut dalam negeri untuk barang khusus; 

Pasal 3 Ayat 2 Tidak berubah. 
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-  Angkutan laut dalam negeri perintis untuk 

barang; 

-  Angkutan laut luar negeri liner untuk barang;  

-  Angkutan laut luar negeri tramper untuk barang;  

-  Angkutan laut luar negeri untuk bar ang khusus; 

-  Angkutan sungai dan danau untuk barang 

khusus; 

-  Pergudangan dan penyimpanan; 

-  Penanganan kargo (bongkar muat barang); 

-  Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut. 

b. Menjalankan usaha dalam bidang penunjang usaha 

lainnya yaitu aktivitas pengepakan. 

c. Menjalankan usaha dalam bidang industri 

pengolahan: 

-  Industri kemasan dan kotak dari kertas dan 

karton; 

-  Industri bata, mortar, semen, dan sejenisnya yang 

tahan api; 

-  Industri barang tahan api dari tanah liat/keramik 

lainnya; 

-  Industri batu bata dari tanah liat/keramik; 

-  Industri semen; 

-  Industri barang dari semen dan kapur untuk 

konstruksi; 

-  Industri mortar atau beton siap pakai; 



 
 

 

4
 

d. Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan dan 

penggalian; 

-  Penggalian batu hias dan batu bangunan; 

-  Penggalian batu kapur/gamping;  

-  Penggalian krikil (sirtu); 

-  Penggalian pasir; 

-  Penggalian tanah dan tanah liat; 

-  Penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya; 

-  Penggalian kuarsa/pasir kuarsa. 

e. Menjalankan usaha dalam bidang pengelolaan air 

limbah, pengelolaan dan daur ulang sampah 

(termasuk aktifitas profesional, ilmiah dan teknis): 

-  Aktivitas penunjang pengelolaan air; 

-  Pengumpulan air limbah tidak berbahaya; 

-  Pengumpulan air limbah berbahaya; 

-  Pengelolaan dan pembuangan air limbah tidak 

berbahaya; 

-  Pengelolaan dan pembuangan air limbah 

berbahaya; 

-  Pengumpulan sampah tidak berbahaya; 

-  Pengumpulan sampah berbahaya; 

-  Pengelolaan dan pembuangan sampah tidak 

berbahaya; 

-  Pengelolaan dan pembuangan sampah 

berbahaya; 



 
 

 

5
 

-  Aktivitas remediasi dan pengelolaan sampah 

lainnya; 

-  Jasa pengujian laboratorium; 

-  Analisis dan uji teknis lainnya; 

-  Penelitian dan pengembangan teknologi dan 

rekayasa;  

-  Aktivitas profesional, ilmiah dan teknis lainnya 

yang tidak termasuk dalam lainnya. 

f. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan 

besar: 

-  Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) 

atau kontrak;  

-  Perdagangan besar genteng, batu bata, ubin dan 

sejenisnya dari tanah liat, kapur, semen atau 

kaca; 

-  Perdagangan besar semen, kapur, pasir dan 

batu; 

-  Perdagangan besar berbagai macam material 

bangunan; 

-  Perdagangan besar bahan konstruksi lainnya; 

g. Menjalankan usaha dalam bidang aktifitas  

 

 3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk 

menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di 

atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha 

penunjang sebagai berikut: 

Pasal 3 Ayat 3 Tidak berubah. 

 



 
 

 

6
 

a. Melakukan pengecekan awal limbah B3, limbah bukan 

B3 dan sampah sebelum dilakukan pengelolaan. 

b. Melakukan pemilahan, pengemasan dan pengolahan 

limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah yang 

diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 

c. Melakukan pemuatan limbah B3, limbah bukan B3 

dan sampah sesuai dengan hasil penelaahan sehingga 

siap diangkut ke tempat pengelolaan secara aman 

sesuai dengan prosedur keselamatan. 

d. Melakukan pengecekan ulang pada saat bahan 

limbah diterima di lokasi penge lolaan untuk 

selanjutnya dilakukan proses pengumpulan limbah 

B3, limbah bukan B3 dan sampah di lokasi 

pengelolaan. 

e. Melakukan penyiapan awal yang diperlukan untuk 

limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah bisa 

dimanfaatkan; 

f. Melakukan pemanfaatan dan/atau pengolahan 

limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah di fasilitas 

pabrik pembuatan semen; 

g. Melakukan pengecekan awal terhadap ijin dan kondisi 

fisik kendaraan pengangkut; 

h. Membuat pelaporan secara berkala terhadap bahan 

limbah B3, limbah bukan B3 dan sampah yang 
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diter ima dan dimanfaatkan untuk dikirimkan ke 

instansi terkait; 

i. Melakukan kegiatan konsultasi pengelolaan limbah 

B3, limbah bukan B3 dan sampah, pengukuran dan uji 

analisa, sebagai bagian dari kegiatan penelitian; 

j. Memberikan jasa konsultasi manajemen kepada 

perusahaan afiliasi dari Perseroan sebagai kegiatan 

penunjang dari kegiatan usaha dari perusahaan 

afiliasi Perseroan tersebut. 

 

 MODAL 

PASAL 4 

 MODAL 

PASAL 4 

Pasal 4 Ayat 1 1. Modal dasar Perseroan berjumlah 

Rp15.325.800.000.000,00 (lima belas triliun tiga 

ratus dua puluh lima miliar delapan ratus juta 

Rupiah), terbagi atas 30.651.600.000 (tiga puluh 

miliar enam ratus lima puluh satu juta enam ratus 

ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal 

sebesar Rp500,00 (lima ratus  Rupiah). 

Pasal 4 Ayat 1 Tidak berubah. 

 

Pasal 4 Ayat 2 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan 

disetor 29,43% (dua puluh sembilan koma empat 

tiga persen) atau sejumlah 9.019.381.973 (sembilan 

miliar sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh 

satu ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) saham 

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 

Rp4.509.690.986.500,00 empat triliun lima ratus 

sembilan miliar enam ratus sembilan puluh juta 

Pasal 4 Ayat 2 Tidak berubah. 

 



 
 

 

8
 

sembilan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus 

Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan. 

Pasal 4 Ayat 3 3. Penyetoran 100% (seratus persen) dari nilai nominal 

setiap saham yang dikeluarkan tersebut adalah 

sebagai berikut:  

-  sejumlah Rp574.717.500.000,00 (lima ratus 

tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh belas 

juta lima ratus ribu Rupiah) telah disetor penuh 

dengan uang tunai, sebagaimana ternyata 

dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) Maret 

1997 (seribu sembilan ratus sembilan puluh  

tujuh), Nomor 90, yang dibuat di hadapan 

Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, 

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah 

memperoleh persetujuan dari pihak yang 

berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia tertanggal 29 (dua puluh sembilan) 

April 1997 (seribu sembilan ratus sembilan 

puluh tujuh) Nomor: C2-3189.HT.01.04.TH.97 

dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan 

di Kantor Pendaftaran Perusahaan  Kotamadya 

Jakarta Pusat, tertanggal 1 (satu) Juli 1997 

(seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh) 

Nomor: 926/BH.09.05/III/97; dan 

-  sejumlah Rp3.256.732.500.000,00 (tiga triliun 

dua ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus 

tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) 

merupakan tambahan setoran yang berasal dari 

Pasal 4 Ayat 3 Tidak berubah. 
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kompensasi tagihan para kreditur dan HOLCIM 

PARTICIPATIONS (MAURITUS) LIMITED 

tersebut sebagai setoran atas saham 

sebagaimana ternyata dalam akta tertanggal 11 

(sebelas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor 

36, yang dibuat di hadapan Nyonya  

Doktoranda Raden Roro HARIYANTI 

POERBIANTARI, Sarjana Hukum, Kandidat 

Notaris, pada waktu itu adalah pengganti dari 

Nyonya POERBANINGSIH ADI WARSITO, 

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah 

memperoleh persetujuan  dari pihak yang 

berwenang sebagaimana ternyata dalam Surat 

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia tertanggal 13 (tiga 

belas) Desember 2001 (dua ribu satu) Nomor C-

15625 HT.01.04.TH.2001 dan telah didaftarkan 

dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran 

Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan, 

tertanggal 13 (tiga belas) Desember 2001 (dua 

ribu satu) Nomor 457/RUB 09.03/XII/2001. 

-  sejumlah Rp678.240.986.500,00 (enam ratus 

tujuh puluh delapan miliar dua ratus empat 

puluh juta sembilan ratus delapan puluh enam 

ribu lima ratus Rupiah) merupakan tambahan 

setoran yang berasal dari penambahan 

modal/Penawaran Umum Terbatas II dengan 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (òHMETD). 
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Pasal 4 Ayat 4 4. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain 

uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak 

berwujud, wajib memenuhi ketentuan sebagai 

berikut: 

a. benda yang akan dijadikan setoran modal wajib 

diumumkan kepada publik pada saat 

pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham 

(untuk selanjutnya disebut dengan òRUPSó) 

mengenai penyetoran tersebut; 

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal 

wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di 

Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijaminkan 

dengan cara apapun juga; 

c. memperoleh persetujuan RUPS dengan 

kuorum sebagaimana diatur dalam pasal 25 

ayat 1 Anggaran Dasar ini; 

d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai 

setoran modal dilakukan dalam bentuk saham 

Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka 

harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai 

pasar wajar; dan 

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba 

ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, 

dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut 

sudah dimuat dalam Laporan Keuangan 

Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh 

Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa 

Keuangan dengan pendapat wajar tanpa 

pengecualian. 

Pasal 4 Ayat 4 Tidak berubah. 
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Pasal 4 Ayat 5 5. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui 

Penawaran Umum Terbatas, harus diputuskan 

mengenai jumlah maksimal saham yang akan 

dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi 

kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan 

realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam 

Penawaran Umum Terbatas tersebut. 

Pasal 4 Ayat 5 Tidak berubah. 

 

Pasal 4 Ayat 6 6. a. Setiap penambahan modal melalui 

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang 

dilakukan dengan pemesanan, maka hal 

tersebut wajib dilakukan dengan memberikan 

Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk 

selanjutnya disebut dengan òHMETDó) kepada 

pemegang saham yang namanya terdaftar 

dalam daftar pemegang saham Perseroan pada 

tanggal yang disampaikan dalam informasi 

yang diumumkan bersamaan dengan 

penyampaian pernyataan pendaftaran dalam 

jumlah yang sebanding dengan jumlah saham 

yang telah terdaftar dalam daftar pemegang 

saham Perseroan atas nama pemegang saham 

masing-masing pada tanggal tersebut, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan. 

b. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa 

memberikan HMETD kepada pemegang saham 

dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham 

untuk perbaikan posisi keuangan dan selain 

perbaikan posisi keuangan yang dilakukan 

Pasal 4 Ayat 6 Tidak berubah. 
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sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan. 

c. HMETD wajib dapat dialihkan dan 

diperdagangkan dalam jangka waktu 

sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan 

Nomor IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek 

Terlebih Dahulu.  

d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh 

Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang 

HMETD harus dialokasikan kepada semua 

pemegang saham yang memesan tambahan 

Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila 

jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil 

tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan 

jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-

masing pemegang saham yang memesan 

tambahan Efek Bersifat Ekuitas. 

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat 

Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh 

pemegang saham, maka dalam hal terdapat 

pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut 

wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang 

bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga 

dan syarat-syarat yang sama; 

f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam 

portepel untuk pemegang Efek yang dapat 

ditukar dengan saham atau efek yang 

mengandung hak untuk memperoleh saham, 

dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS 
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Perseroan terdahulu yang telah menyetujui 

pengeluaran Efek tersebut;  

g. Penambahan modal disetor menjadi efektif 

setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang 

diterbitkan mempunyai hak -hak yang sama 

dengan saham yang mempunyai klasifikasi 

yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, 

dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan 

untuk mengurus pemberitahuan kepada 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Pasal 4 Ayat 7 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat 

dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan 

Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal 

dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 

Pasal 4 Ayat 7 Tidak berubah. 

 

Pasal 4 Ayat 8 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan 

modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 

25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dapat 

dilakukan sepanjang: 

-  telah memperoleh persetujuan RUPS untuk 

menambah modal dasar; 

-  telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia; 

-  penambahan modal ditempatkan dan disetor 

sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh 

lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan 

dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) 

bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan 

Hak Asasi Manusia;  

Pasal 4 Ayat 8 Tidak berubah. 
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-  Dalam hal penambahan modal disetor tersebut 

tidak ditempatkan dan disetor penuh, maka 

Perseroan harus mengubah kembali anggaran 

dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan 

modal disetor memenuhi 25% (dua puluh lima 

persen) dari modal dasar Perseroan; 

-  Perubahan anggaran dasar dalam rangka 

penambahan modal dasar menjadi efektif 

setelah terjadinya penyetoran modal yang 

mengakibatkan besarnya modal disetor 

menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima 

persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-

hak yang sama dengan saham lainnya yang 

diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak 

mengurangi kewajiban Perseroan untuk 

mengurus persetujuan perubahan anggaran 

dasar dari Menteri atas pelaksanaan 

penambahan modal disetor tersebut. 

Pasal 4 Ayat 9 9. Setiap pemegang saham menurut hukum harus 

tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada 

semua keputusan yang diambil dengan sah dalam 

RUPS serta kepada ketentuan hukum dan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 4 Ayat 9 Tidak berubah. 

 

 S A H A M 

Pasal 5 

 S A H A M 

Pasal 5 

Pasal 5 Ayat 1 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan 

adalah saham atas nama sebagaimana terdaftar 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 

Pasal 5 Ayat 1 Tidak berubah. 

 



 
 

 

1
5 

Pasal 5 Ayat 2 2. Perseroan hanya mengakui satu pihak saja baik 

perorangan ataupun badan hukum sebagai pemilik 

tiap-tiap saham, yaitu  orang yang namanya  

tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan 

dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. Dalam 

hal 1 (satu) saham karena sebab apapun menjadi 

milik beberapa orang, maka para  pemilik bersama 

tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di 

antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka 

bersama dan hanya nama wakil ini saja yang 

dimasukan dalam  Daftar Pemegang Saham 

Perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai 

pemegang yang sah dari saham yang bersangkutan 

dan berhak untuk menjalankan dan menggunakan 

semua hak yang timbul berdasarkan hukum  atas 

saham tersebut yang dapat diberikan kepada wakil 

mereka bersama tersebut sesuai dengan surat 

kuasanya. Dalam hal para pemilik bersama tersebut 

lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada 

Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, 

Perseroan berhak memperlakukan pemegang 

saham yang namanya terdaftar dalam Daftar 

Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya 

pemegang saham yang sah atas saham tersebut. 

Selama ketentuan dalam ayat ini belum 

dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut 

tidak berhak untuk menjalankan semua hak 

berkenaan dengan saham tersebut, sedangkan 

pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. 

Pasal 5 Ayat 2 Tidak berubah. 
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Pasal 5 Ayat 3 3. Seorang pemilik saham menurut hukum harus  

tunduk kepada ketentuan Anggaran Dasar dan 

kepada semua keputusan yang diambil dengan sah 

dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan.  

Pasal 5 Ayat 3 Tidak berubah. 

 

Pasal 5 Ayat 4 4. Perseroan dapat mengeluarkan saham tanpa nilai 

nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal 

wajib dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di bidang Pasar Modal. 

Pasal 5 Ayat 4 Tidak berubah. 

 

Pasal 5 Ayat 5 5. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, 

pemegang pecahan nilai nominal saham tidak 

diberikan hak suara perseorangan, kecuali 

pemegang pecahan nilai nominal saham, baik 

sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai 

nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya 

sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) 

nominal saham dari klasifikasi tersebut. 

Para pemegang pecahan nilai nominal saham 

tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka 

atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama 

dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang 

berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh 

hukum atas saham tersebut. 

Pasal 5 Ayat 5 Tidak berubah. 

 

Pasal 5 Ayat 6 6. Untuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek 

di Indonesia berlaku peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan 

Bursa Efek di tempat dimana saham Perseroan 

dicatatkan. 

Pasal 5 Ayat 6 Tidak berubah. 

 

Pasal 5 Ayat 7 7. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham 

atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya 

Pasal 5 Ayat 7 Tidak berubah. 
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ditetapkan oleh Direksi dan ditanda-tangani oleh 

Presiden Direktur dan salah seorang anggota Direksi 

lainnya atau kuasa mereka. 

Pasal 5 Ayat 8 8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan 

dapat dijaminkan dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai 

pemberian jaminan saham, peraturan perundang-

undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT. 

 

Pasal 5 Ayat 8 Tidak berubah. 

 

 SURAT SAHAM 

Pasal 6 

 

 SURAT SAHAM 

Pasal 6 

 

Pasal 6 Ayat 1 

 

Perseroan dapat mengeluarkan surat saham.  

 

Pasal 6 Ayat 1 1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut: 

a.  Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam 

Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian 

dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib 

memberikan bukti pemilikan saham berupa surat 

saham atau surat kolektif saham kepada 

pemegang sahamnya. 

b.  Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam 

Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan 

Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan 

sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga 

Penyelesaian dan  Penyimpanan sebagai tanda 

bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang 

saham Perseroan. 
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Pasal 6 Ayat 2 

 

Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap 

saham diberi sehelai surat saham. 

 

Pasal 6 Ayat 2 2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama 

pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar 

Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 

Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di 

mana saham Perseroan dicatatkan. 

Pasal 6 Ayat 3 

 

Surat saham sekurangnya harus dicantumkan: 

a.  Nama dan alamat pemegang saham; 

b.  Nomor surat saham; 

c.  Tanggal pengeluaran surat saham; 

d.  Nilai nominal saham. 

Pasal 6 Ayat 3 3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat 

kolektif saham yang membuktikan pemilikan dari 

2 (dua) saham atau lebih saham-saham yang 

dimiliki oleh seorang pemegang saham. 

 

Pasal 6 Ayat 4 

 

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus 

dicantumkan : 

a.  Nama dan alamat pemegang saham; 

b.  Nomor surat saham kolektif; 

c.  Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; 

d.  Nilai nominal saham; 

e.  Jumlah saham. 

Pasal 6 Ayat 4 4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus 

dicantumkan: 

a.  Nama dan alamat Pemegang Saham; 

b.  Nomor surat saham; 

c.  Tanggal pengeluaran surat saham; 

d.  Nilai nominal saham. 

 

Pasal 6 Ayat 5 

 

Perseroan dapat mengeluarkan suatu Surat Kolektif 

Saham yang memberi bukti kepemilikan atas 2 (dua) 

saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang 

saham. 

Pasal 6 Ayat 5 5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya 

harus dicantumkan: 

a.  Nama dan alamat Pemegang Saham; 

b.  Nomor surat kolektif saham; 

c.  Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;  

d.  Nilai nominal saham dan nilai kolektif saham; 

e.  Jumlah saham dan nomor surat saham yang 

bersangkutan. 
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Pasal 6 Ayat 6 

 

Setiap surat saham dan/atau Surat Kolektif Saham 

dan/atau obligasi konversi dan/atau waran dan/atau 

efek lainnya yang sejenis itu harus diberi nomor urut dan 

harus dibubuhi tanggal pengeluaran serta memuat 

tanda tangan Presiden Direktur dan salah seorang 

anggota Direksi lainnnya atau kuasa mereka atau tanda 

tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham 

dan/atau Surat Kolektif Saham  dan/atau obligasi 

konversi dan/atau waran dan/atau efek lainnya yang 

sejenis dengan mengindahkan peraturan-peraturan  

yang berlaku di bidang  pasar modal dan peraturan 

Bursa Efek di tempat dimana saham tersebut dicatatkan. 

 

Pasal 6 Ayat 6 6. Setiap surat saham, surat kolektif saham, obligasi 

konversi, waran, efek lain yang dapat 

dikonversikan menjadi saham harus memuat 

tanda tangan dari Direktur Utama bersama-sama 

dengan Komisaris Utama, atau apabila Komisaris 

Utama berhalangan hal mana tidak perlu 

dibuktikan kepada pihak ketiga maka oleh 

Direktur Utama bersama-sama dengan salah 

seorang anggota Dewan Komisaris, atau apabila 

Direktur Utama dan Komisaris Utama berhalangan 

hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak 

ketiga, maka oleh salah seorang Direktur 

bersama-sama dengan salah seorang anggota 

Dewan Komisaris, tanda tangan tersebut dapat 

dicetak langsung pada surat saham, surat kolektif 

saham, obligasi konversi, waran, efek lain yang 

dapat dikonversikan menjadi saham, dengan 

mengindahkan peraturan perundang-undangan 

di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek 

di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan. 

Pasal 6 Ayat 7 

 

Dalam hal Perseroan tidak masuk dalam Penitipan 

Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, 

maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan 

saham berupa surat saham atau surat kolektif saham 

kepada pemegang saham. 

 

Pasal 6 Ayat 7 7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat 

saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan 

surat keterangan kepemilikan saham yang 

dikeluarkan oleh Perseroan. 
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Pasal 6 Ayat 8 

 

 

 

 

 

Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Lembaga 

Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib 

menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada 

Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda 

bukti pencatatan dalam buku daf tar pemegang saham 

Perseroan. 

Pasal 6 Ayat 8 8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif 

saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat 

dijaminkan dengan mengikuti ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang Pasar 

Modal dan UUPT. 

 

 PENGGANTI SURAT SAHAM 

Pasal 7 

 

 PENGGANTI SURAT SAHAM 

Pasal 7 

 

Pasal 7 Ayat 1 

 

Dalam hal surat saham rusak penggantian surat saham 

tersebut dapat dilakukan jika: 

a.  Pihak yang mengajukan permohonan penggantian 

saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan 

b.  Perseroan telah menerima surat saham yang rusak. 

 

Pasal 7 Ayat 1 1. Apabila surat saham rusak, penggantian surat 

saham tersebut dapat dilakukan jika:  

a.  pihak yang mengajukan permohonan tertulis 

penggantian surat saham adalah pemilik surat 

saham tersebut; 

b.  Perseroan telah menerima surat saham yang 

rusak; dan  

c.  asli surat saham rusak tersebut wajib dikembalikan 

dan dapat ditukar dengan surat saham baru yang 

nomornya sama dengan  nomor surat saham 

aslinya; 

d.  Perseroan wajib memusnahkan asli surat saham 

rusak tersebut setelah memberikan penggantian 

surat saham. 
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Pasal 7 Ayat 2 Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 

kemudian dimusnahkan setelah Direksi memberikan 

surat saham penggantinya. 

Pasal 7 Ayat 2 2. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat 

saham tersebut dapat dilakukan jika: 

a.  Pihak yang mengajukan permohonan 

penggantian saham adalah pemilik surat saham 

tersebut; 

b.  Perseroan telah mendapatkan dokumen 

pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas 

hilangnya surat saham tersebut; 

c.  Pihak yang mengajukan permohonan 

penggantian saham memberikan jaminan yang 

dipandang perlu oleh Direksi Perseroan; dan 

d.  rencana pengeluaran pengganti surat saham yang 

hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di 

mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu 

paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum 

pengeluaran pengganti surat saham. 

Pasal 7 Ayat 3 

 

Apabila surat saham hilang, penggantian surat saham 

dapat dilakukan jika: 

a.  Pihak yang mengajukan permohonan penggantian 

saham adalah pemilik surat saham tersebut; 

b.  Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan 

dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya 

surat saham tersebut; 

c.  Pihak yang mengajukan permohonan penggantian 

saham memberikan jaminan yang dipandang cukup 

oleh Direksi Perseroan; dan 

Pasal 7 Ayat 3 3. Setelah surat saham pengganti tersebut 

dikeluarkan, maka surat saham yang telah 

digantikan tidak berlaku lagi bagi Perseroan. 
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d.  rencana pengeluaran pengganti surat saham yang 

hilang telah diumumkan di Bursa Efek dimana saham 

Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 

hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. 

 

Pasal 7 Ayat 4 

 

Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, 

maka asli surat saham tidak berlaku lagi terhadap 

Perseroan. 

 

Pasal 7 Ayat 4 4. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat 

saham itu ditanggung oleh Pemegang Saham 

yang berkepentingan. 

Pasal 7 Ayat 5 Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham 

itu ditanggung oleh pemegang  saham yang 

berkepentingan.  

 

Pasal 7 Ayat 5 5. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengenai 

pengeluaran surat saham pengganti juga berlaku 

untuk pengeluaran surat kolektif saham 

pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas. 

Pasal 7 Ayat 6 

 

 

 

Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis mutandis juga 

berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif 

saham dan/atau surat obligasi  konversi dan/atau surat 

waran. 

 

 (digabung pada ayat sebelumnya) 

 

 DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS 

Pasal 8 

 PENITIPAN KOLEKTIF 

Pasal 8 

 

Pasal 8 Ayat 1 

 

Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar 

Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat 

kedudukan Perseroan. 

 

Pasal 8 Ayat 1 1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif 

berlaku ketentuan dalam Pasal ini yaitu:  

a.  Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga 

Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat 

dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan 
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atas nama Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian; 

b.  Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank 

Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat 

dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan 

dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank 

Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk 

kepentingan pemegang  rekening pada Bank 

Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut; 

c.  Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank 

Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek 

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif 

dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada 

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka 

Perseroan akan mencatatkan saham tersebut 

dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan 

atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan 

pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana 

berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut; 

d.  Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau 

konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan 

Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 

a ayat ini atau Bank Kustodian sebagaimana 

dimaksud  dalam huruf c ayat ini sebagai tanda 


